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ABSTRAK 

 

Astri Maulidya Azka. 201610115038. Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 

5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 

 

Penelitian ini membahas mengenai saksi pelaku sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, apakah tindakan KPK yang 

menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis 

dari LPSK termasuk tindakan yang sewenang-wenang?. Kedua, apakah penetapan 

status sebagai saksi pelaku yang diterbikan oleh KPK tanpa adanya rekomendasi 

dari LPSK telah melanggar asas legalitas? 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam 

proses penetapan status sebagai saksi pelaku. Metode penelitian yang dipakai 

adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk 

mengkaji penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk 

menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis 

dari LPSK. Hal ini berarti bahwa KPK telah bertindak sewenang-wenang dan 

melanggar asas legalitas karena tidak melaksanakan sebagaimana yang telah 

diatur dalam undang-undang. Perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 31 

Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Yakni dengan menambahkan pasal yang isinya memberikan 

kewenangan kepada pihak penahan untuk dapat menetapkan status sebagai saksi 

pelaku dan mengubah Pasal 10A ayat 4 dan 5 dengan mengganti syarat berupa 

rekomendasi secara tertulis menjadi koordinasi antar penegak hukum dengan 

LPSK. 
 

Kata Kunci: Saksi Pelaku, Tindakan sewenang-wenang, Pelanggaran Asas 

Legalitas. 
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ABSTRACT 

 

Astri Maulidya Azka. 201610115038. Rights as Witness Actors According to 

Article 5 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendment of Law No. 13 of 2006 

concerning Protection of Witnesses and Victims. 

 

This study discusses the witnesses of the perpetrators as regulated in Law No. 31 

of 2014 concerning Amendment of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of 

Witnesses and Victims. In this study there are 2 (two) research problems. First, is 

the KPK's action which determines the status as a witness of the perpetrator 

without any written recommendation from LPSK including arbitrary actions? 

Secondly, has the determination of the status of being a witness of a perpetrator 

issued by the KPK without the recommendation of the LPSK violating the 

principle of legality? 

 

This research was conducted to determine deviations that occur in the process of 

determining the status as a witness. The research method used is a juridical-

normative legal research method. This research is focused on examining the 

application of legal norms related to the problem being studied. 

 

The results of the study showed that the KPK did not have the authority to 

determine the status of a witness without the existence of a written 

recommendation from LPSK. This means that the KPK has acted arbitrarily and 

violated the principle of legality because it did not carry out as stipulated in the 

law. Changes to Law No. 31 of 2014 concerning Amendment to Law No. 13 of 

2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Namely by adding an 

article whose contents give authority to the detainees to be able to determine the 

status as a witness and perpetrators change Article 10A paragraphs 4 and 5 by 

changing the conditions in the form of recommendations in writing into 

coordination between law enforcement with LPSK. 

 

Keywords: Justice Collaborator, Arbitrary Actions, Violation of the Principle of 

Legality.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 

“Man Jadda Wajada” 

(Barang siapa bersungguh- sungguh pasti berhasil). 

“Man Shabara Zhafira” 

(Barang siapa bersabar pasti akan beruntung). 

“Man Saara Ala Darbi Washala” 

(Barang siapa menapaki jalan-Nya pasti akan sampai tujuan) 

 

"Hirup teh kudu dilatih ku peurih, dituntun ku santun, diasuh ku lungguh, diasah 

ku nyaah, dipiara ku rasa." 

(Hidup itu harus dilatih dengan keperihan, diasuh oleh kerendahan hati, dituntun 

oleh kesantunan, diasah oleh rasa cinta, dipelihara oleh asa dan dijaga oleh doa) 

 

 

 

Persembahan : 

Skripsi ini dipersembahkan untuk anakku tersayang. 

Jika hari ini ia masih bersamaku seharusnya ia bisa menyaksikan kelulusanku,  

Tapi Ketetapan Allah adalah yang terbaik,  

Semoga kelak Allah mempertemukan kita ya nak.  

Abi dan Umi teramat menyayangimu bahkan meski tak sempat melihat wujudmu. 
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